BAB III

STATUS PERWALIAN ANAK AKIBAT PEMBATALAN NIKAH
DALAM PERKARA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
PROBOLINGGO NO. 154/PDT.G/2015/PA.PROB

A. Kewenangan (Kompetensi) Pengadilan Agama Probolinggo
1. Kompetensi Relatif

Kewenangan relatif adalah kekuasaan atau wewenang yang
diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis
dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum pengadilan dan
wilayah tempat tinggal/ tempat kediaman pihak yang berperkara
(mengajukan perkara).

Kewenangan relative di pengadilan agama dibagi menjadi 2 (dua):
pertama, kewenangan relatif perkara gugatan, yang mana setiap gugatan
diajukan ke pengadilan agama pihak berperkara (penggugat atau
tergugat). Apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat
diajukan ke wilayah salah satu tempat tinggal tergugat. Apabila tempat
tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan dapat diajukan ke wilayah
penggugat. Apabila objek perkara adalah adalah benda tidak bergerak
(contoh: tanah), maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang
wilayah hukumnya meliputi letak benda tersebut. Dan apabila dalam
suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada

pengadilan yang domisilinya dipilih.
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Kedua, kewenangan relatif perkara permohonan. Namun dalam
pengadilan agama telah ditentukan mengenai kewenangan relatif dalam
perkara-perkara tertentu; permohonan izin poligami diajukan ke kediaman
pemohon, permohonan dispensasi nikah diajukan ke kediaman orang tua
(selaku poemohon), permohonan pencegahan nikah diajukan dimana
tempat pelaksaan pernikahan tersebut, dan permohonan pemabatalan
nikah yang diajukan di salah satu tempat tinggal suami atau istri, atau
tempat dimana mereka menikah.

2. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut yaitu kewenangan pengadilan dalam
memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa
oleh badan pengadilan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Yang mana kewenangan peradilan baik itu Peradilan
Agama, Tata Usaha Negara, Militer, dan Umum untuk mengadili suatu
perkara berdasarkan jenis perkara.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970,
pembagian itu berdasarkan pada lingkungan kewenangan yang dimiliki
masing-masing berdasarkan diversity jurisdiction, kewenangan tersebut
diberikan pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan

subject matter of jurisdiction, sehingga masing-masing lingkungan
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berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang
kepadanya.'

Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, memeriksa dan memutus perkara perkawinan,
kewarisan, wakaf, dan shadaqah. Juga pun diatur dalam pasal 49 Undang-
Undang No. 50 Tahun 2009 bahwa kompetensi absolute dari peradilan
agama adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara- perkara
orang yang beragama islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat,
hibah, waqaf, dan shadaqah. Hal ini pun tentu juga menjadi ketentuan

yang berlaku untuk Pengadilan Agama Probolinggo.

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Probolinggo No.
154/Pdt.G/2015/PA.Prob
1. Deskripsi Duduk Perkara
Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12
Maret 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Probolinggo Nomor: 154/Pdt.G/2015/PA.Prob. Mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:
a. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2013, pukul 14.00
wib telah dilangsungkan (“akad nikah™) antara Pemohon I dan

Pemohon II.

'Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Negara(Gadjah Mada University
Press:Yogyakarta,2005),79.
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b. Bahwa sebagai wali nikah adalah Turut Termohon dalam
kapasitasnya sebagai wali nasab dengan disaksikan oleh dua
orang saksi, yakni ayah kandung Pemohon I dan satu tokoh
masyarakat di hadapan/ disaksikan oleh Pejabat Pencatatan
Nikah (PPN) dari Kantor Urusan Agama setempat, dilanjut
dengan penandatanganan para pihak.

c. Bahwa tidak berselang lama, para Pemohon mendapat akta
nikah.

d. Bahwa di kemudian hari Pemohon I dan orang tua Pemohon I
mendapat informasi bahwa Turut Termohon bukanlah ayah
kandung dari Pemohon II. Setelah memeriksa bahwa buku
nikah ternyata tertulis sebagai wali nikah adalah wali hakim
i.c Termohon sebagai PPN. Dari sana diketahui bahwa
ternyata yang hadir dan menyaksikan akad nikah yakni
pembantu PPN dari Termohon, bukan Termohon sendiri. Dan
berkas-berkas yang terkait dititipkan kepada pembantu PPN
tersebut.

e. Bahwa ayah Pemohon I meminta kepada Termohon untuk
melihat berkas persyaratan dari Pemohon II, dan setelah
ditunjukkan permohonan yang ada, salah satunya akta
kelahiran dimana tertulis yang menyatakan bahwa Pemohon II

hanya anak berasal dari ibunya. Artinya, Pemohon II bukanlah
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anak kandung dari Turut Termohon. Atas peristiwa tersebut,
Termohon menyadari kekhilafannya (pelanggaran hukum).

f. Bahwa dengan demikian maka isi dalam buku nikah sebagai
kutipan akta nikah tidak sesuai dengan akta nikah sehingga
cacat hukum. Oleh karena akad nikah telah dilakukan oleh
bukan wali nasab maka perkawinan tersebut batal demi hukum
dan/atau harus dibatalkan.

g. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II
telah dikarunia seorang anak perempuan, yang kini berusia 9
bulan.

h. Bahwa agar tidak menyalahi norma hukum maupun norma
agama, maka pada saatnya nanti Pemohon I dan Pemohon II
akan melakukan perkawinan sesuai dengan norma agama dan
norma hukum yang berlaku.

i. Bahwa para Pemohon sudah berulang kali meminta kepada
Termohon agar mengajukan permohonan pembatalan
perkawinan, namun tidak berhasil dan senantiasa menyarankan
diselesaikan menurut musyawarah.

j. Bahwa oleh karenanya para Pemohon mengajukan sendiri
permohonan pembatalannya melalui Pengadilan Agama

Probolinggo.

Berdasarkan alasan sebagai uraian dalam Permohonan Pembatalan

Perkawinan tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon agar majelis
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hakim Pengadilan Agama Probolinggo berkenan memeriksa dan

mengadili permohonan ini.

Dalam beberapa hari kemudian, para pihak terkait (Para Pemohon,
Termohon, Turut Termohon, dan Saksi) hadir untuk menghadap dan/ atau
menghadiri acara persidangan yang dipimpin oleh majelis hakim
Pengadilan Agama Probolinggo untuk memberikan kesaksian, pernyataan,

maupun sekedar menghadiri persidangan yang berlangsung.

Keterangan :

Pemohon I ;: Suami

Pemohon II : Istri

Termohon : Kepala KUA

Turut Termohon : Ayah tiri Pemohon II

Si Fulanah : Anak Perempuan dari Pemohon I dan Pemohon II (nama

samaran)

2. Deskripsi Pandangan Hakim dalam Pertimbangan Putusan

Di dalam putusan perkara pembatalan nikah Pengadilan
Agama Probolinggo No. 154/Pdt.G/1015/PA.Prob, salah satu dari
pertimbangan (tambahan) tersebut berisikan:

“menimbang, bahwa dengan dibatalkannya perkawinan
Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 28

ayat (2) huruf a Undang-Undan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
jo pasal 75 huruf b dan pasal 76 Kompilasi Hukum Islam bahwa
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pembatalan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak
memutuskan hubungan hukum antara seorang anak perempuan yang
bernama: si Fulanah dengan orang tua (Pemohon I dan Pemohon II),
kecuali dalam hal wali nikah bagi anak tersebut sesuai ketentuan pasal
28 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo
pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya bahwa
pembatalan perkawinan tersebut berlaku sejak tanggal pernikahan
Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu jika pada saatnya nanti anak

perempuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut menikah wali nikahnya

adalah wali hakim.” .

Adapun hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada salah
satu hakim Pengadilan Agama Probolinggo (sekaligus sebagai hakim
ketua di persidangan perkara pembatalan perkawinan No.
154/Pdt.G/2015/PA.Prob) dengan jawaban dari  pertanyaan yang
dilampirkan sebagai berikut:

1. Dasar hukum pandangan hakim dalam pertimbangan:

a. Adanya unsur kesengajaan dalam hal perwalian yang tidak berhak
disaat akad nikah dilangsungkan antara Pemohon I dan Pemohon II,
sehingga pernikahan harus dibatalkan karena tidak sesuai atau tidak
terpenuhinya syarat ataupun rukun pernikahan yang telah diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (yuridis) dan/ atau
hukum islam.

b. Dengan adanya unsur kesengajaan ini berakibat bahwa pernikahan
yang selama ini dilakukan adalah pernikahan bathil, sehingga
pernikahan ini dianggap tidak pernah terjadi.

c. Hal ini pula berdampak pada status perwalian anak yang tidak berhak

dilimpahkan kepada ayah kandung si Fulanah (Pemohon I)

? Putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 154/Pdt.G/2015/PA.Prob
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2. a. Maksud dari pasal 75 poin b dalam Kompilasi Hukum Islam yang

menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut
terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah tidak
berlaku dalam hal perwalian, karena adanya unsur kesengajaan dalam
merekayasa akad perkawinan (menggunakan wali yang tidak berhak
atasnya) sehingga mengakibatkan perkawinan tersebut harus dibatalkan
demi hukum.
b. Adapun mengenai pasal 76 dalam Kompilasi Hukum Islam yang
menyatakan bahwa: “batalnya suatu perkawinan tidaka akan memutuskan
hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya’ dapat dibenarkan
melihat pentingnya anak mendapatkan perlindungan dari kedua orang tua,
namun tidak dengan hal perwalian (jika anak ini perempuan).

3. Konsekuensi (akibat) hukum dari pandangan hakim dalam pertimbangan:
a. Pandangan hakim dalam pertimbangan (pertimbangan tambahan)

putusan ini hanyalah semata untuk langkah antisipasi
b. Tidak ada konsekuensi (akibat) hukum dari pandangan hakim ini,
karena itu hanya semacam berupa fatwa, yang dapat dipatuhi maupun

tidak oleh para pihak.’

*Hasil wawancara dengan hakim (selaku hakim ketua di persidangan perkara ini) Pengadilan
Agama Probolinggo. Yang dilakukan pada tanggal 21 Mei 2017.
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3. Deskripsi Amar Putusan
Memperhatikan ketentuan pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, serta dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara
ini, maka Pengadilan Agama memutuskan:

a. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian

b. Membatalkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II
yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2013
di rumah kediaman Turut Termohon.

c. Menyatakan bahwa akta nikah No. 36/12/X/2013, tanggal 11
Oktober 2013 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dringu
Kabupaten Probolinggo tidak mempunyai kekuatan hukum.

d. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan para Pemohon
selain dan selebihnya

e. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon.
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